
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 116 TAHUN 2022 

TENTANG 

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN 
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Menim ang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 202 2 ten tang 
Penyelenggaraan Sis tem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya ten tang 
Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950), sebagaim ana telah diubah dengan Undang­
Un dang Nomor 4 Tahu n 1968 tentan g Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
m engubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 285 1); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5952); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 9 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 185, 
Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia No or 
6400); 

5 . Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 te tang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Ta hun 201 9 tentang Sa tu Data 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2019 
Nomor 112); 

7 . Peraturan Menteri Pendayagunaa n Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi N omor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 201 1 tentang edoman 
Pelaksana an Program Manajemen Pengetahuan (K nowledge 
Management) ; 

9 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 Nomor 261); 

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
NasionaljKepala Badan Perencanaan Pemba ngunan Nasional 
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
3 Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(Be rita Daerah Tahun 2022 Nomor 69). 



3 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN 
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bu pati ini yan g dimaksud dengan: 
1. Daerah dalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupa i adalah Bupati Tasikmalaya. 

DAN 
SISTEM 

AUDIT 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peny eng ara 
P m erintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeri t han 
yang enjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perang at Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyele ggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sist m Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE 
adalah penyelenggaraan pemerin tahan yang memanfaatkan t knologi 
infor a si dan komunikasi untuk m emberikan layanan kepada Pengguna 
SPB . 

6. Tata Kelo SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya 
penga t ran, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPB secara 
terpadu . 

7. Man j emen SPBE adala h serangkaian proses untuk m encapai p erapan 
SPBE yang efektif, efisien , dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang 
berku alitas. 

8. Manajemen Risiko adalah pendekatan s istematis yang m elipu ti proses, 
pengukuran , struktur, dan budaya untuk m enentukan tinda kan terbaik 
terkait Ris iko SPBE. 

9. Infrastruk tur SPBE adalah semua p erangkat keras, perangkat lunak, dan 
fasilitas yang m enjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, 
komunikasi data , pengolahan dan penyimpanan da ta, perangkat 
integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. 

10. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. 
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait 

dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar 
media yang men ggunakan media elektronik. 

12. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan 
prasarana penunjang pelaksanaan SPBE antara lain media transmisi 
jaringan komunikasi yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, perangkat 
pengelolaan data seperti server, personal computer, laptop dan sejenisnya, 
media penyimpanan data, ruangan yang didalamnya terdapat perangkat 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan perangkat pengamanan yang 
digunakan untuk mengamankan sumber daya Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 
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13. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah kerangka kerja 
akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan 
Teknologi Informasi, yang meliputi perencanaan, manajemen 
belanja/ investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. 

14. Aset Informasi adalah semua sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah 
dalam bentuk Data dasar, Data informasi hasil proses sistem informasi, 
dokumen dalam bentuk kertas dan digital, sumber kode sistem informasi, 
dokumen desain, perencanaan, hasil monitoring dan Evaluasi. 

15. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan 
produk dala m rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan 
kesesuaia n dengan standar yang berlaku atas permintaanPerangkat Daerah. 

16. Aplika i SPBE adalah satu atau sekumpulan program kompu ter dan 
pro edu r yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. 

17. A likasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan 
se ara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah. 

18. Aplikas i Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, 
dig n akan, dan dike lola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk m em enuhi 
keb tuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pem erintah 
Daera h lain. 

19. Data a dalah catatan atas kumpu lan fakta a tau deskripsi berupa angka, 
karakter, ymbol, gambar, peta, tanda, I syarat , tulisan, suara dan/atau 
bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menu njukkan 
suat i e , objek, kondisi atau situasi . 

20. Metadata adalah informasi dalam bentuk struk tur dan format yang baku 
untuk menggambarkan Data, m enjelaskan Data, s erta mem u dahkan 
pencair n, penggunaan dan pengelolaan informasi Data. 

21. Interoperabilitas Data adalah kem ampuan Data untuk dibagipakaikan 
antars istem elektronik yang saling berinteraksi. 

22. Data Re£ r en s i adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang 
berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta 
mengintegrasikannya dengan domain a rsitektur SPBE yang lain. 

23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau 
menggambarkan makna, maksud a tau norma tertentu sebagai rujukan 
identitas Data yang bersifat unik. 

24. Produsen Data adalah u n it pada Instansi Fusat dan Instansi Daerah yang 
menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 

25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, 
kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data. 

26. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, 
pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara 
efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan 
terin tegrasi. 

27. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data 
yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE. 

28. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan 
menyebarluaskan komponen Arsitektur Data. 
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29. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, 
pengumpu1an, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi. 

30. Manajemen Kualitas Data ada1ah proses untuk memastikan Data yang 
dihasi1kan dan dike101a secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data 

Indonesia. 
31. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan me1akukan 

pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan 
untuk me1akukan pembinaan terkait Data. 

32 . Wali Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk 
me1aksanaka n urusan statistik yang bertugas me1akukan kegiatan 
pengumpulan, pemeriksaan, dan penge101aan Data yang disampaikan oleh 
Prod sen Data, serta menyebar1uaskanData. 

33. Sa tu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya ada1ah kebijaka tata 
k 101 Data Pemer intah Daerah untuk menghasi1kan Data yang kurat, 
m takhir, terpadu dan dapat diper tanggungjawabkan, serta mudah ia k ses 
da ibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui 
pemen u h an Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Da ta dan 
menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 

34. For m Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya adalah wadah 
komu ni asi dan koordinasi Instansi Pusat dan I atau Instansi Daerah untuk 
penye1enggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. 

35. Man· jem en Basis Data ada1ah proses penge101aan kumpu1an Da ta yang 
disimp a di Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya. 

36. Daftar Da t adalah usulan Data yang disampaikan oleh Wali Data sebagai 

bahan p enyusun an Data p rioritas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat 
Kabu a ten Tas ik malaya. 

37. Audit Tekno10gi Inform a s i dan Kom unikasi a dalah proses yang s istematis 
untuk memp eroleh dan m engevaluas i bukti secara objektif terhadap aset 
tekno1 gi informas i dan k omunikasi dengan tujuan untuk menetapkan 
tingkat k esesuaian antara teknologi informasi dan k omun ika s i dengan 
kriteria ani a tau standar yang telah d itetapkan. 

38. Sistem E lektronik a dalah serangkaian perangkat d an prosed r elektronik 
yang berfungsi mempersiapkan, m engum pulkan, mengolah, menganalisis, 
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, danl atau 
menyebarkan informasi e1ek tronik. 

39. Keamanan Informasi adalah teIjaganya kerahasiaan, keas1ian, keutuhan, 
ketersedian, dan kenirsangkalan informasi. 

40. Risiko adalah kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat 
menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran kinerja dari 
layanan Sistem Elektronik. 

41. Audit Infrastruktur SPBE ada1ah proses yang sistematis untuk memperoleh 
dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE 
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur 
SPBE dengan kriteria danl atau standar yang te1ah ditetapkan. 
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42. Audit Aplikas i SPBE adalah proses yang sisternatis untuk rnernperoleh dan 
rnengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan 
tujuan untuk rnenetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan 
kriteria dan l atau standar yang telah ditetapkan. 

43. Auditor adalah orang yang rnemiliki kompetensi pengetahuan dan 
keterampilan khusus dengan tugas utarna rnelakukan Evaluasi atas 
pengendalian sistern elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
akadernis rnaupun praktis. 

44. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penernpatan sistern 
elektronik dan kornponen terkait lainnya untuk keperlu an penernpatan, 
penyimpanan dan pengolahan da ta, ser ta pemulihan data. 

45. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang rnenghubun gkan a ntar simpul 
j ari gan dalam suatu organisasi. 

46. Sistern Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung u uk 
rnelakukan pertukaran layanan SPBE. 

47. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan ecara 
bagi p ai oleh instansi pusat dan p ernerintah daerah, dan saling terh bung. 

48. Jari gan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tert tu p yang 
mengh bungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah. 

49. Sistern enghubung Layanan Pernerintah adalah perangkat terint gr si yang 
terh bung dengan sis tern penghubung layanan instansi pus t dan 
perner intah daerah untuk pertukara n layanan SPBE antar insta n s i pusat 
danl a tau Pemerintah Daerah. 

50. Lem a g Pelaksana Audit SPBE adalah lernbaga pelaksana audit SPBE. 
51. Audite adalah instansi pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi objek 

dari pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Au dit Aplikasi SPBE. 

Pasal 2 

Ruang lingku p pen gaturan dalam Peraturan Bupati ini rneliputi: 
a. Manajemen SPBE; dan 
b. Audit Teknologi Informasi dan Kornunikasi. 

BAB II 
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

Pasa13 

Manajernen SPBE sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf a rneliputi: 
a. manajemen risiko; 
b. rnanajemen keamanan inforrnasi; 
c. manajernen data; 
d. rnanajernen aset teknologi inforrnasi dan kornunikasi; 
e. rnanajernen surnber daya rnanusia; 
f. rnanajernen pengetahuan; 
g. manajemen perubahan; dan 
h. rnanajemen layanan SPBE. 
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Bagian Kesatu 
Manajemen Risiko 

Pasa14 

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan 
untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak 
risiko dalam SPBE. 

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, 
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. 

(3) Manajemen risiko sebagaimana d ·maksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasark an pedoman manajemen risiko SPBE. 

(4) Ketent an mengenai pedoman manajemen risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Manajemen Keamanan Informasi 

Pasal5 

(1) Man aj men keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam asal 3 
hu f b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan 
meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. 

(2) Man je en keamanan informasi d ilakukan melalui serangkaian pr es yang 
meli u ti penetap an ruang lingkup, penetapan penanggun g jawab, 
pere c naan, dukungan pengoperasian, evalu asi kinerja, dan perbaikan 
berk lanjutan terhadap k eamanan informasi dalam SPBE. 

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) 
dilak anakan berdasark an pedom a n manajemen keamanan informa i SPBE. 

(4) Keten tuan m engena i pedom an manajemen k eamana n informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II ya ng m erupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Pera turan Bupati in i. 

Bagian Ketiga 
Manajem en Data 

Pasa16 

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan 
untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan 
dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pengendalian pembangunan nasional. 

(2) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
sasaran agar Pemerintah Daerah: 
a . mampu memahami kebutuhan Data; 
b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data; 
c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan 
d. m emaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari 

penggunaan Data. 



8 

(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 
serangkaian proses pengelolaan: 
a. Manajemen Arsitektur Data; 
b. Manajemen Data Induk dan Data Referensi; 
c. Manajemen Basis Data; dan 
d. Manajemen Kualitas Data. 

Paragraf 1 
Manajemen Arsitektur Data 

Pasal 7 
(1) Manajem en Arsitek tu r Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 

hur f a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan k tentuan 
Da a. 

(2) es "fikasi Data seb agaimana dimaksu d pada ayat (1) terdiri atas form at dan 
struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi. 

(3) Keten t an Da ta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara 
perenca n a an, pen gumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spes ifikasi 
Data . 

Pasal 8 

Manajemen Arsitektur Da ta sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 aya t (3) huruf 
a disusun u n tu k: 
a. men ed iakan Data yang berkualitas t inggi; 
b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan 
c. merancang struktur dan rencana u ntuk m emen u hi k ebutuhan Da ta saat ini 

dan ebutuhan Data j a n gka panjang. 

Pasal 9 

Kegiatan Manajem en Arsitek tu r Da ta sebaga imana dimaksu d dala m Pas al 6 ayat 
(3) huruf a m eliputi: 
a. penyusun an dan pen etapan; 
b. penyebarlu asan; dan 
c. reVIu. 

Pasal10 

(1) Bupati mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Arsitektur Data 
se bagaimana dimaksud dalam Pa sal 9 huruf a. 

(2) Bupati menugaskan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat 
Kabupaten Tasikmalaya untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur 
Data dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya. 

(3) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah, serta memperhatikan: 
a . Rencana Induk SPBE Daerah; dan 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya 
m enyampaikan Arsitektur Data yang telah disepak a ti dalam Forum Satu 
Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya k epa da Bupati. 
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Pasal11 

(I) Penyebarluasan Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 
b dilaksanakan melalui Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten 
Tasikmalaya. 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
Perencanaan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten 
Tasikmalaya menyebarluaskan Arsitektur Data melalui Satu Data Indonesia 
Tingkat Kabupaten Tasikmalaya. 

(3) Wali Data m enyebarluaskan Arsitektur Data di tingkat Perangkat Daerah 
melalui Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya. 

Pasal12 

(1) VIU Arsitektur Data sebagaima n a dimaksud dalam Pasal 9 huruf c 
d i akukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Daerah. 

(2) Ko rdinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya 
me goordina sikan reviu terhadap Arsitektur Data dalam Forum Sat Data 
Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya. 

(3) Arsitektur Data dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Ars itektur 
SPBE Daerah dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-wakt sesuru 
dengan kebutuhan. 

Paragraf2 
Manajemen Data Induk dan Data Referensi 

Pa sal13 

(1) Man jemen Data Induk dan Data Referensi seba gaimana dimaks d dalam 
Pasal 6 yat (3) huruf b d ilaksana kan untuk menyediakan Data yang: 
a. se u ai struktur dan forma t baku yang ditentukan; 
b. da a t d ija dikan acuan u ntuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir 

dan dapat diba gipakaikan; dan 
c . menghindari duplikasi. 

(2) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pengumpulan; 
c. pemeriksaan; 
d. penyebarluasan; dan 
e . pembaruan. 

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh 
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan: 
a. daftar Data; dan 
b. usulan Pembina Data. 

(4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh 
Walidata dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya. 
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(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh 
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya untuk 

memastikan: 
a. kesesuaian dengan struktur dan format baku; 
b. kesesuaian dengan daftar Data tahun berikutnya; dan 
c. tidak terjadi duplikasi. 

(6) Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia 
Tingkat Kabupaten Tasikmalaya. 

(7) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia 
Tingkat Kabu paten Tasikmalaya kepada Bupati. 

(8) Bupati menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati 
s ebaga imana dimaksud pada ayat (7) . 

(9) enyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakuk an oleh 
W lidata melalui Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmala a . 

(10) Pem ba ruan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf e diperbarui sesuai 
ke ut h an oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Ka bupaten 
Tasikmalaya melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Ka bupaten 
Tasi m alaya. 

Pasal 14 

(1) Kegia tan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaim ana d imaksud 
dalarn Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan selaras dengan perum u s an dan 
penyepakatan Kode Referensi sesual dengan ketentuan peraturan 
peru dang-undangan. 

(2) Koor in ator Forum Satu Data Indonesia Tingka t Kabupaten Ta s ikmalaya 
merum u skan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan manajem en Data 
Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi sebagaimana dimaksud 
pada aya t (I). 

Paragraf 3 
Manajemen Basis Data 

Pasal 15 

(1) Manajemen Basis Data sebagaimana d imaksud dalam Pa sal 6 ayat (3) huruf 
c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang: 
a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat 

dibagipakaikan pada Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten 
Tasikmalaya; 

b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan 
c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata 

kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan 
Data. 
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(2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup: 
a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis 

Data; 
b. mengelola Basis Data di Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten 

Tasikmalaya; 
c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip 

Satu Data Indonesia; 
d. menyebarluaskan Basis Data melalui Satu Data Indonesia Tingkat 

Kabupaten Ta ikmalaya; 
e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan 
f. m erencanakan dan m engelola perbaruan Basis Data. 

Paragraf 4 
Manajemen Kualitas Data 

Pasal16 

(1) Man jemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
hur f d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produse Data 
yang: 
a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan 
b. di er arui sesuai dengan jadwal p emutakhiran data. 

(2) Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) 
melip ti kegiatan u ntuk: 
a. m nge bangk an dan mempromosikan kesadaran kualitas Da 
b. m n entukan persyara tan kualitas Data; 
c. m en etapka n profil, an alisis, dan nilai kualitas Data; 
d. m en ntukan matriks kualita s Data ; 
e. m enentu kan aturan b isnis kualitas Data; 
f. men guj i dan memvalidasi p ersyaratan k u alitas Data; 
g. men tapkan dan mengevaluasi t ingkat layanan kualitas Data; dan 
h. mengukur dan m emantau kualitas Data secara berkelanjutan . 

(3) Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan mela1ui tahapan: 
a. perencanaan; 
b. pemeriksaan; dan 
c. penilaian. 

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh 
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya. 

(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 
menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data. 

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan 
dengan memeriksa kesesuaian Data dengan: 
a. prinsip Satu Data Indonesia; dan 
b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data. 
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(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan 
oleh: 
a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk 

dalam Daftar Data; dan 
b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data 

prioritas. 
(8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 

Tim Koordinasi SPBE. 
(9) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan untuk menilai 

kinerja Produ sen Data dan Walidata dalam pengelola an data, sebagai bagian 
dari pemantau an dan evaluasi terha dap SPBE. 

Bagian Keempat 
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pasal 17 

(1) Man ajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dim aksud 
dalam Pasal 3 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan 
optim alisasi pem anfaatan a s et teknologi informasi dan komunikasi dalam 
SPBE . 

(2) Man jemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dim aksud 
pada ayat (1) dilakukan m elalui serangkaian proses peren canaan, 
peng daan, pengelolaan, dan pen ghapusan perangkat keras dan perangkat 
lunak yang digunakan dalam SPBE. 

(3) Ketentu an mengenai pedoman m an ajemen aset Teknologi In form si dan 
Kom nikasi s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran III yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pasal 18 

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 3 
huruf e bertujuan u ntuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu 
layanan dalam SPBE. 

(2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, 
pembinaan, dan pendayagunaan su mber daya manusia dalam SPBE. 

(3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia 
SPBE. 

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk 
pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. 
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(5) Kompetensi sumber daya manUSla sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
meliputi kompetensi di bidang: 
a. Proses Bisnis Pemerintahan; 
b. Arsitektur SPBE; 
c. Data dan Informasi; 
d. Keamanan SPBE; 
e. Aplikasi SPBE; dan 
f. Infrastruktur SPBE. 

Bagian Keenam 
Manajemen Pengetahuan 

Pasal 19 

(1) M najemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 h u f f 
ber tuju an untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mend kung 
pro es pengambilan keputusan dalam SPBE. 

(2) Manajem en pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
mela lui serangkaian proses identifikasi, pengumpulan, pen golahan, 
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang 
diha ilkan dala m SPBE. 

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berda arkan pedoman manajem en pengetahuan SPBE. 

(4) Ketentu an m engenai pedoman manajemen pengetahuan seb a gaimana 
dima s d pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang m erupakan 
bagian t idak terpisahkan d ari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketujuh 
Manajemen Perubahan 

Pasa120 

(1) Manajem en perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 3 huruf g 
bertujuan u ntuk m enjamin keberlangsungan dan m en ingkatka kualitas 
layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terj a di dalam SPBE. 

(2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, 
implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. 

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. 

(4) Ketentuan mengenai pedoman manajemen pengetahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedelapan 
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasa121 

(1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h 
bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas 
layanan SPBE kepada pengguna SPBE. 
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(2) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui serangkaian proses: 
a. pelayanan pengguna SPBE; 
b. pengoperasian layanan SPBE; dan 
c. pengelolaan Aplikasi SPBE. 

(3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, 
permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE. 

(4) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infras truktur SPBE 
dan Aplika si SPBE. 

(5) Penge olaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
meru pakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplik si yang 
b rpedoman pada m etodologi pemban gunan dan pengembangan A lik si 
SP E . 

BAB III 
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Pasa122 

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: 
a. a dit infrastruktur SPBE; 
b. a dit Aplikasi SPBE; dan 
c. a dit keamanan SPBE. 

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1) m eliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada: 
a . pe erapan tata k elola dan m an8Jemen teknologi inform a i dan 

kom nikasi; 
b. fungsionalitas teknologi informasi dan komu nikasi; 
c. kin rj a teknologi inform asi dan komunikasi yang dihasilkan; dan 
d. aspek teknologi informasi dan kom u nika si lainnya. 

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksana kan oleh Auditor Internal. 

(4) Auditor Internal sebagaimana dim aksud pada ayat (3) m erupakan Aparatur 
Sipil Negara yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 

(5) Auditor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tetapkan oleh 
Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Asesor Internal. 

Bagian Kesatu 
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasa123 

(1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE. 
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(3) Ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasa124 

(1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b 
terdiri atas: 
a. Audit Aplikasi Umum; dan 
b. Audit Aplikasi Khus u s . 

(2) Aud"t Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ilaksa nakan 
b e dasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE. 

(3) Kete tuan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi S BE 
seb ga imana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang 
mer pakan bagian t idak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik 

Pasal 25 

(1) Audit keamanan SPBE s ebagaimana d imaksud dalam Pa sal 22 ayat (1) huruf 
c terd iri a ta s : 
a. a dit keam a n an Infras truktur SPBE; dan 
b. a dit Keamanan Aplik a si SPBE. 

(2) Audit keamana n SPBE sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilakukan 
paling sedikit 1 (satu) k ali dalam 2 (dua ) tahun oleh Pemerin tah Daerah. 

(3) Audit eamanan SPBE ebaga imana dimaksud pada ayat (2) dilak anakan 
berdas rkan standar dan tata cara pelaksana an audit Keamanan SPBE. 

(4) Standar dan tata cara pelak sanaan audit Keamanan SPBE sebagaimana 
dimaksud pada aya t (3 ) dilakuka n sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Segala pembiayaan yang 
dibebankan kepada 
Kabupaten Tasikmalaya 
perundang-undangan. 

BABIV 
PEMBIAYAAN 

Pasal26 

diperlukan u n tuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini 
Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah 

dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
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BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

d· Singaparna 
8 Oktober 2 22 

AL VA, 

BERITA DAERAH KABU ATEN TA IKM LAYA TAHUN 202 2 NOMOR 117 
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